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Salah satu cara yang umum digunakan oleh para pengambil keputusan investasi dalam mendapatkan
informasi mengenai aspek ESG adalah melalui data yang disediakan oleh lembaga penyedia data ESG. Akan
tetapi, kurangnya transparansi, kekhawatiran akan praktik <em>greenwashing </em>dan berbagai risiko
seperti benturan kepentingan mengkhawatirkan investor dan memicu pararegulator di berbagai bagian dan
negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan India berencana untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga
penyedia data ESG. Di Indonesia sendiri juga belum ada peraturan yang mengatur tentang lembaga tersebut
dan hingga saat ini belum ditemukan adanya rencana pengaturan terhadap lembaga tersebut. Oleh karenaitu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon regulator ketiga negara tersebut terhadap
perkembangan industri lembaga penyedia data ESG di negaranya serta apakah di Indonesiajuga terdapat
urgensi untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mendapatkan bahwa
meskipun masih dalam tahap perkembangan, lembaga penyedia data ESG di Uni Eropa, Jepang dan India
sudah lumayan kompleks dibandingkan dengan Indonesia. Di Uni Eropatelah ada peraturan yang mengatur
tolok ukur ESG dari sisi benturan kepentingan, transparansi, kontrol internal, hingga
pertanggungjawabannya. Sedangkan regulator Jepang tengah merancang suatu pedoman perilaku bagi
lembaga penyedia data ESG yang mencakup prinsip-prinsip antaralain seperti penjagaan kualitas data,
manajemen benturan kepentingan, dan transparansi. Di India juga sedang dirancang peraturan yang
mencakup perizinan, transparansl, serta benturan kepentingan. Didapatkan pula bahwadi Indonesiajuga
perlu diadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG karena perlindungan hukum yang kurang
memadai, beberapa masalah yang ada pada lembaga penyedia data ESG, berkaca dari kasus perusahaan
pemeringkat efek, dan merupakan salah satu prinsip IOSCO tentang Regulasi Pasar Modal.

...... One of the ways commonly used by investment decision makers in obtaining information about ESG
aspects is through the data provided by ESG data providers. However, lack of transparency, concerns over
greenwashing practices and various risks such as conflict of interest are worrying investors and have
prompted regulators in various parts and countries such as the European Union, Japan and Indiato regulate
ESG data providers. In Indonesiaitself, there are currently no regulations governing this institution and to
date there has been no plan to regulate this institution. Therefore, this research aims to understand the
response of the regulators of the three countries to this matter as well as whether thereis an urgency in
Indonesiato regulate these institutions. This research uses normative juridical research methods using
secondary data. The results of the study shows that in the European Union there exists regulations that
regulate ESG benchmarksin terms of conflict of interest, transparency, internal control, and its
accountability. Meanwhile, the Japanese regulator is designing a code of conduct for ESG data providers
which includes but not limited to principles such as maintaining data quality, conflict of interest
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management, and transparency. In India, regulation is also being drafted covering issues including but not
limited to licensing, transparency, and conflicts of interest. It was also found that in Indonesiathereis an
urgency to regulate ESG data providers due to inadequate legal protection, some problems exist with ESG
data providers, reflecting on the past cases of credit rating agencies, and it is one of the |IOSCO Principles of
Securities Regulation.



